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BUPATT JEARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 2 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 31 TAHUN 2010 
TENTANG POLA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERLZINAN PADA 

KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHNAT TUAN YANG MAHA ESA 

BUA TI JEPARA, 

a bahw re  guna  m ev ra dahi  dinark pererbangan 
peyelenggaraan Pelaryanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN , mala  dipandang  perlu  menirjau 

embali Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahu 2010 

tentang Pola Pelyanan Perizinan dan Non Periinan Pads 
Kecam it n dilingkungan PPemerintah Kabup tu n  Jepera 

untuk dlakuken perubahan, 

b bahws berdasaran pertimbangan  sebagamnana dirnalsud 

huruf a pertu menetapkan Peraturan Bupat] Tentag 

perubahan atas Keputusan Bupat Noror 31 Tahun 2010 
tentang Pols Pelyanan Perizinan dan Non Perizinan Psda 

Kecarrata n di Ling#ungan Pereintah Kabupaten Jepara 

M eng«ngu t  t. Undang-Undang Noror 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah abupaten di Ling#ungar 
Propinsi Jew Tengah; 

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tetag 

Pembentukan Peraturan Perundang-undagan (Lemba 
Negara Republk Indonesia Tun 2004 Nomor 3 
Tambahan Lembaran Negara Republk indonesua Nomor 

4389) 



• 
3 unaag-ndang ioror 32 Thun 2004 tentang 

Perenntaha Oat a (Leora Negara epubll 

nones arun 20O4 Nomnor 125. Tambahan Lemnbaran 
Negara fepublk indooesa Noror 4437) sebagaraa 

teiah dibah teraiit dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubanan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pererintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tarnbahan Lemnbaran Negara Republk 

Indonesia Nomor 4844 

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Pomo"an aana Peronmtan Poat a 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara FRepublik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik indoneea Nomor 4438); 

5. Peraturan Pererintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelen9garaan 
Pererintaha Daerah (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara PRepublik Indonesia Nomor 4593) 

6. Peraturan Pererintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
embag+an Urusan Pererintahan antara Pemenntah 

Pererintahan Daerah Provinsi dan Pererintahan Daeran 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Noror 4737), 

7 Peraturan Perenintan Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
ecarartan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 40, Tarbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomnor 4826) 

8 Persturan Presden Nomnor f 
Pengesahan, Pengundangan 

-" g Persturan Menteni Dalamn Negerr 

tentang Pedoman Pelayanan 
Kecamatan 

10 Persturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pererintahan yang menjadi Kewenanan 
erenintah Daerah Kabupaten Jepara (Lernbaran Daerat 

2 

Nomor 4 Tahun 201 

Administrasi Terpadu 

Tahun 2007 tentang 

dan Penyebarluasan 



abupo u tt n  para iornor 3, Tarnbahan Lebara 

D em an  Kabupaten Jpara Nomor 2) 

1 Peraturan Dt rah Kabupa ten  Jepara  Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Kecamat.an dan Kelurahan di Kabupaten Jepara 

(Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13, 

Tambahan Lemnbera Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
11) 

12.Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang 

Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada 
Kecamatan di Lingungan Pererintah Kabupaten Jepara 

( Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 
352 ) ,  

ME  MUTUSKAN  

Menetapkan • PERATURAN BUPATT TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATUAN BUPATI JEPARA NOMOR 31 TAHUN 2010 
TENTANG POLA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON 
PERIZINAN PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 

Pasal 

Ketentuan Pasat 2 ayat (1) Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 
tentang Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecaratan di 
Ling#ungan Pererintah Kabupaten Jepara ( Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Tatun 2010 Nomor 32), diubah sebagai benkut: 

(1)Jenis-jenis pelayanan per.nan yang diselenggarakan pada ecaratan 

meliput: 

1. in Mendiritan Bangunan (4') intuk Luas tanah terbangun sanpa 

dengan 100 

2 lzin Gangguan untuk usaha dengan lndels Gangguan Kecil dan Sedang 
menurut peraturan perundang.an yang berlaku, ecuali Tower .Pas.ar 

Modern, Rice Mill, dan Laboratorium; 

3 lzin Usaha Salon Kecantikan 

4. lzin Usaha Rumah Malan 

5. lzin Reidare dengan ritenia 

a Bilboard / papan dengan peru sa ngan  diatas tokowarung atau 



halarnan/pekara temnpat us.aa, 

b Spandukayarturnbul-u 

e Poster#stker/selebaran 
d Gamboar/lulisan rellamne yang dibuat di dinding'embol 

bangunantempat usaha 

6. lrin Usaha Perdagangan (SUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
dengan idasiflasi Lsaha Miro dan Kecil menurut peraturan perundangan 
yang bertaku 

Pasal l 

Peraturan ini rulai berlaku pada tan9gal diundang#an 

gar setap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penerpatannya dalarm Berita Daerah Kabupaten 
Jepara 

, 

Di tetapkan di Jepara 
pada tanggal 2 2e 

7z 
HENDRO MART0.JO 

BERITA 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN JEPARA, 

PATEN JEPARA TAHUN 201f NOMOR 'r! 


